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UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO 

 

 

1. UNGKAPAN PRIBADI 

 

Bukan kuatnya raga yang membuatmu mulia, bukan pula eloknya rupa yang 

meninggikan derajatmu. Namun jiwa yang bening, hati yang tulus, dan laku yang 

ikhlaslah yang akan mengangkatmu tinggi di hadapan Nya. Sebab kemuliaan sejati 

lahir dari dalam, bukan dari apa yang kasat mata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MOTTO 

 

     Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk.  
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ABSTRAK 

 

Nama   : Ganisha Sidiq Pramono 

Nim    : 201810110311420 

Judul   : Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka 

Dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan Alasan Tidak Didasari 

Alat Bukti yang Cukup 

 

Pembimbing : Cholidah, S.H., M.H 

   Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. 

  

Penetapan status tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus 

memenuhi syarat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, dalam praktiknya masih terdapat 

penetapan tersangka yang dilakukan tanpa didasari alat bukti yang cukup, sehingga 

berpotensi melanggar hak asasi tersangka dan prinsip due process of law. Salah satu kasus 

yang menjadi perhatian adalah Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, di 

mana hakim membatalkan status tersangka atas nama Faisal Umar yang ditetapkan oleh 

Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum penetapan tersangka tindak 

pidana korupsi berdasarkan KUHAP dan mengkaji pertimbangan hakim dalam 

membatalkan status tersangka melalui putusan praperadilan tersebut. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status tersangka 

harus memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu minimal didasarkan pada dua alat 

bukti yang sah. Selain itu, putusan praperadilan menegaskan pentingnya pemeriksaan 

calon tersangka sebelum penetapan, guna menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian 

hukum. Oleh karena itu, dalam rangka penegakan hukum yang adil, penetapan tersangka 

harus dilakukan secara cermat, objektif, serta didasari bukti yang cukup sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Praperadilan, Alat Bukti Cukup, Penetapan 

Tersangka, KUHAP 
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ABSTRACT 

 

 

Name   : Ganisha Sidiq Pramono 

Nim    : 201810110311430 

Tittle  :Juridical Analysis of the Annulment of Suspect Status 

Determination in Alleged Corruption Crimes on the Grounds of 

Insufficient Evidence 

Adviser  : Cholidah, S.H., M.H 

  Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. 

 

 

  

The determination of suspect status in the investigation process of corruption crimes must 

be based on sufficient preliminary evidence as stipulated in the Indonesian Criminal 

Procedure Code (KUHAP). However, in practice, there are still cases where a person is 

designated as a suspect without being supported by adequate evidence, which potentially 

violates the suspect's human rights and the principle of due process of law. One notable 

case is the Pretrial Decision Number 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, in which the judge 

annulled the suspect status of Faisal Umar, previously determined by the Rokan Hulu 

District Prosecutor's Office in a corruption allegation case. 

This study aims to analyze the legal basis for determining a suspect in corruption cases 

under the provisions of KUHAP and to examine the judge's legal considerations in 

annulling the suspect status through the aforementioned pretrial decision. The research 

method employed is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The 

results of this study indicate that the determination of suspect status must comply with the 

provisions of Article 184 of KUHAP, which requires a minimum of two valid pieces of 

evidence. Moreover, the pretrial decision emphasizes the importance of examining a 

prospective suspect before determining their status, to ensure the protection of human 

rights and legal certainty. Therefore, to uphold fair law enforcement, the determination of 

suspect status must be conducted carefully, objectively, and based on sufficient evidence 

in accordance with the applicable laws and regulations 

 

Keywords: Corruption Crime, Pretrial, Sufficient Evidence, Determination of Suspect, 

Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). 
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